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BAB III

PEMBAHASAN

TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PROSES 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pertanggungjawaban Kepala desa Terhadap Pengelolaan Keuangan 

Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Perkembangan keuangan umumnya mempengaruhi pula keuangan 

desa, mempengaruhi kebijaksanaan serta kegiatan Pemerintah Desa, terutama 

dibidang pembangunan oleh dan untuk desa, dalam rangka menaikkan taraf 

hidup masyarakat desa. Oleh karena itu untuk membahas keuangan Desa 

tidak terlepas dari pembahasan keuangan secara umum meskipun sangat 

terbatas.1

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli 

desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang 

menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat, 

dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan 

                                                           
1 Bayu surianingrat, Pemerintahann Administrasi Desa dan Kelurahan,116.
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penyelenggraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai dari APBN.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 berbunyi

Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dam kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.2

Sebagaimana dalam Undang-Undnag desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 

berbunyi:

Ayat (1) Pendapatan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) 

bersumber dari: 

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha hasil aset, swadaya dan 

partisipassi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli Desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

                                                           
2 Pasal 71 Undang-undang Nomor6 Tahun 2014. 
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f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang 

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Ayat (3) Bagian hasil  pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh per 

seratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Ayat (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling 

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Ayat (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa melimpahkan 

sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Ayat (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan 

setelah dikurangi Dana Alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke 

Desa.3

                                                           
3 Pasal 72 Undang-undang Nomor6 Tahun 2014. 
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Sesuai dengan pasal 71 ayat 5 Pemerintah desa wajib mengelola keuangan 

desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya 

dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan 

masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus 

dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem 

akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional 

dan daerah; yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa

sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa

yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

c. Menetapkan bendahara desa;

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan 

menetapkan yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

Pelaksana  Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa 

dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala 

desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa dan kepala desa menetapkan 

bendahara desa dengan keputusan kepala desa.
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Sekretaris desa mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;

b. Menyususn dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;

c. Menyusun RAPERDES APB Desa, perubahan APB Desa dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan 

peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa.4

Dari uraian di atas dapat kiranya bahwa “Keuangan Desa” dirumuskan 

sebagai penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh 

kebijaksanaan pemerintah Desa dalam bidang keuangan. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi suksesnya kebijaksanaan tersebut:

Pertama : faktor yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri Pemerintah 

Desa sendiri (seni mengadakan pendekatan pada masyarakat Desa, 

ketrampilan merupakan pungutan Desa dan melaksanakan 

pungutan, penyelenggaraan administrasi keuangan, kelincahan 

Pemerintah Desa dalam bidang keuangan tersebut).

Kedua : ialah berada di luar diri dan di luar kemampuan Pemerintah desa 

(inflasi, perubahan moneter, parkembangan ekonomi, peraturan 

perundang-undangan).

Keuangan Desa menentukan sukses aau tidaknya Pemerintah Desa dalam

menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan 

                                                           
4 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahn Desa, 82. 
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urat nadi desa. Keuangan Desa sehat berarti “hirup-huripnya Desa”. Keuangan 

Desa adalah cermin perkembangan Pemerintah desa, Desa dan masyarakat Desa.5

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 Anggaran belanja dan 

pendapatan desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Desa yang memuat perkiraan pendapat, rencana belanja program dan kegiatan, 

dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, 

pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap 

tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Dalam APB Desa inilah terlihat apa yang 

akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APB Desa melalui APB Desa kebijakan 

desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan 

anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian 

pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan 

sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. 

Tanpa APB Desa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan 

kegiatan pelayanan publik.6

                                                           
5 Bayu surianingrat, Pemerintahann Administrasi Desa dan Kelurahan,117. 
6 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahn Desa, 83. 
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Betapapun sederhananya rumah tangga desa harus diselenggarakan dengan 

suatu anggaran belanja. Menjelang habis tahun biasanya bulan Oktober, Desa 

menyusun rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Biaya yang diperkirakan 

untuk pemeliharaan jalan, pembuatan jembatan, perbaikan bangunan, pembuatan 

mushallah dan lain lain disusun dalam bentuk pos pos pengeluaran. Jumlah 

pengeluaran ini diimbangi dengan rencana penerimaan. Jumlah pengeluaran 

dikurangi oleh penerimaan penerimaan yang dapat dikatakan pasti, misalnya 

sewaan tanah dan bangunan desa, hasil bengkok, keuntungan dari perusahaan desa 

dan sebagianya. Selisih atau kekurangan diusahakan dari seluruh penduduk Desa 

yang berhak memilih kepala desa, dalam bentuk iuran atau urunan yang 

disementara daerah disebut pancen.7

“Urunan” bersifat tradisional dan sampai sekarang masih dipenuhi oleh 

penduduk Desa dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, meskipun urunan ini 

tidak disertai ancaman seperti halnya pada pajak. Hakekat urunan adalah “gotong 

royong”, meskipun IGO maupun UU Nomor 19/1965 membuka kesempatan 

kepada Desa untuk memungut pajak dan retribusi. Kedua pungutan terakhir ini 

belum bisa dilaksankan oleh desa desa pada umumnya, bahkan pajak tidak pernah 

dapat diterapkan, dikarenakan istilah “pajak” secara psychologis kurang simpatik 

bagi masyarakat desa yang sederhana dan berjiwa gotong royong.

Sesuai dengan keadaan dan kemampuan kepala desa, nampaknya anggaran 

belum dipandang sebagai pedoman kerja dan belum dipakai cermin kegiatan 

Pemerintah Desa pada tahun sudah lalu dan titik tolak bagi kegiatan tahun yang 
                                                           
7 Opcit., 119. 
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akan datang. Oleh sebab itu banyak Kepala desa dan/atau Pamong Desa yang 

belum mengerti apa, mengapa dan bagaimana serta maksud adanya Anggaran 

belanja Desa. Telah jelas bahwa peranan Anggaran Belanja Desa adalah sangat 

penting dan menentukan gagal atau suksesnya Kepala desa dalam melaksanakan 

tugas; bukan saja tugas sehari hari di kantor desa, melainkan membawa 

masyarakat dan Desa ketingkat tarap hidup yang lebih tinggi dan ketingkat 

kemajuan sesuai dengan irama pembangunan. Pembangunan Desa keseluruhan 

berarti pula pembangunan negara.8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan 

desa terdiri atas:

a) Pendapatan asli desa (PADesa)

b) Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;

c) Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota;

d) Alokasi Dana Desa (ADD);

e) Bantuan keuangan dari pemrintah, pemrintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya;

f) Hibah; sumbangan pihak ketiga;

                                                           
8 Ibid., 120.
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2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pendapatan dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja 

desa terdiri atas:

a) Belanja langsung yang terdiri atas:

- Belanja pegawai;

- Belanja barang dan jasa;

- Belanja modal.

b) Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- Belanja pegawai/penghasilan tetap;

- Belanja subsidi;

- Belanja hibah (pembatasan hibah);

- Belanja bantuan sosial;

- Belanja bantuan keuangan;

- Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun 

anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

a) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
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- Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun 

sebelumnya;

- Pencairan dana cadangan;

- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

- Penerimaan pinjaman.

b) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- Pembentukan dana cadangan;

- Penyertaan modal desa;

- Pembayaran utang.9

Dalam konteks pemerintahan desa, keuangan desa merupakan aset 

utama bagi desa untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dan dalam 

pembangunan desa. sehingga sukses tidaknya kemajuan desa ada pada 

peran utama Kepala desa. hal ini sebagaimana dalam Undang-undang desa 

pada Pasal 73 dan Pasal 74 yang berbunyi:

Ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Ayat (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh 

Kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa

                                                           
9 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahn Desa, 84. 
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Ayat (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Selanjutnya pada Pasal 74 :

Ayat (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 

pembagunan yang disepakati dalam Musyawarah desa dan 

sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Ayat (2) kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, 

pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa.10

3. Bentuk Pertanggungjawaban Kepala desa terhadap Pengelolaan Keuangan 

Desa.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen 

secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan 

biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian 

tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki 

maksud dan tujuan yang sama..

                                                           
10 Pasal 74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. 
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Menurut Balderton bahwa pengelolaan sama dengan manajemen 

yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia 

untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan 

adalah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya Soekanto mengartikan pengelolaan dalam administrasi 

adalah merupakan sustu proses yang dimulai dari proses perencanaan, 

pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya 

tujuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan 

memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan 

merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus 

memperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan 

suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah 

dikemukakan, maka pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu 

kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-

fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.11

                                                           
11 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah (Garaha Ilmu: Yogyakarta, 
2014), 21-22.
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Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan 

perundang-undangan dibidang keuangan negara meliputi Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen 

keuangan yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas 

dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas 

ketidakefisienan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

pengelolaan Keuangan desa adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa.12 Pada Pasal 2 tentang asas 

pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-

asas transparan, akuntanbel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Dalam pengelolaan Keuangan desa sebagaimana 

dimaksud dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.13

Pemerintah pusat dalam memberikan hak otonom kepada daerah 

dalam urusan keuangan tentu mengharapkan mampu membenahi sistem 

pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak 

efisien, lambat, dan tidak efektif. Adapun tahap  tahap dalam proses 

                                                           
12 Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.   
13 Ibid.
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pengelolaan keuangan sebagaimana pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 meliputi: a) Perencanaan, b) Pelaksanaan, c) 

Penatausahaan, d) Pelaporan, dan e) Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan. Tahap perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan 

organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, 

prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan 

sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan 

menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan 

informasi yang akurat serta dapat dipertangggungjawabkan dan dijabarkan 

dalam bentuk kebijakan kebijakan dalam organisasi. Agar perencanaan 

dapat mengahasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah 

langkah penting yang harus diperlihatkan adalah:

a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur 

akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.

b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan 

sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.

c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan 

dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan. 
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2. Pelaksanaan

Pelaskanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam 

proses administrasi. Kegiatan pelaksanaan sebagai proses dapat kita 

pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan 

guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu 

program dan proyek.

Lembaga Administrasi negara Republik Indonesia merumuskan 

pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai 

atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan 

yang telah direncanakan.

3. Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan 

pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah, 

mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke 

dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. 

Anggaran, sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Pelaksanaan APBD yang diwujudkan dalam pengurusan 

administrasi dan pengurusan bendaharawan akan mengakibatkan adanya 

arus dokumen, arus barang dan arus uang. Dengan adanya arus dokumen, 

arus barang dan arus uang inilah perlu adanya penatausahaan keuangan.

Tata usaha memegang peranan yang sangat penting karena melalui 

tata usaha segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara 

teratur dicatat dan dihimpun. Kumpulan keterangan yang berupa angka-
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angka dan kata-kata merupakan unsur data yang kemudian data tersebut 

diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat 

dipergunakan oleh orang yang membutuhkannya.

Dalam kegiatan tata usaha keuangan daerah dapat dibagi atas dua 

jenis, yaitu : Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Keuangan.

a. Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat, 

mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau 

mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya.

b. Tata Usaha Keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan 

berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-

prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di 

bidang keuangan.

Pada prinsipnya penyusunan anggaran merupakan suatu bagian 

proses perencanaan laba dan pengendalian yang menyeluruh. Anggaran 

yang telah disusun menurut prosedur yang telah ditetapkan tentu akan 

direalisasikan. Pelaksanaan realisasi anggaran akan melibatkan berbagai 

sumber dari organisasi pemerintahan. Setelah anggaran direalisasikan 

kemudian dibuat laporannya sehingga dapat digunakan untuk melihat dan 

menilai efektivitas pelaksanaan anggaran.
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4. Pelaporan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 Tentang Dana Desa, Pasal 24 ayat (1) Kepala desa menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap 

semester; ayat (2) Dalam Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa 

sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; dan

b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya

Pelaporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dalam 

penggunaan atau pembiayaan kebutuan dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah desa.

5. Pengawasan

Menurut Handoko Pengawasan adalah penemuan dan penerapan 

cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan suatu 

proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan 

(Controlling). Dengan demikian bahwa fungsi pengawasan meliputi 

aktivitas aktivitas dan tindakan tindakan untuk menggunakan rencana dan 

keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta 

diselenggarakan. Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan 
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pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan 

penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena 

akan diketahui tahapan tahapan pelaksanaan sesuaui dengan kenyataan di 

lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Dengan demikian fungsi pengawasan dalam keuangan secara 

berdisiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang 

merugikan pemerintah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi 

seminimal mungkin, yang berarti pula value of money (nilai uang) dapat 

ditingkatkan. Value of money, meliputi 3 E yaitu ekonomis, efisien dan 

efektivitas.14.

6. Pertanggungjawaban

Kepala desa sebagai unsur pemimpin di Desa mempunyai tugas 

untuk mengatur keuangan desa yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatn Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Pendapan belanja 

Desa (APB Desa). Tugas yang dijalankan Kepala desa dan dibantu oleh 

Perangkat desa lainnya tidak terlepas dari tanggung jawab setelah 

melakukan segala kegiatan desa. Sebagaimana pada Peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa bentuk pertanggungjawaban

Kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa meliputi:

                                                           
14 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah . 25-26. 
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1. melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yangdisampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling 

lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Desa paling sedikit 

memuat:

a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan 

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pertanggungjawaban Kepala desa penyelenggaraan 

Pemerintah desa bertujuan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota

untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

B. Konsekuensi Yuridis Mal-administrasi Terhadap Pengelolaan 

Keuangan Desa : Bentuk-bentuk Sanksi Administrasi Negara Dalam 

Penyelenggaraan Pemeritahan Desa

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam peraturan 

hukum administrasi negara. Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar 

kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang 

dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi 

masyarakat. Menurut Van Wijk/W Konijenbelt adalah : sanksi 

administratif itu merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik 
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yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat TUN sebagai reaksi 

terhadap mereka yang tidak mentaati norma norma hukum TUN.15

Dalam istilah Hukum Administrasi Negara perbuatan melanggar 

hukum atau penyelewengan tanggung jawab disebut Maladministrasi. 

Maladministrasi berasal dari bahasa Latin malum (Jahat, buruk, jelek) dan 

administrare (to manage, mengurus, atau melayani), maladministrasi 

berarti pelayanan atau pengurusan yang jelek atau buruk. Menurut E.I. 

Sykes menyebutkan maladministrasi sebagai “.....bias, neglect, delay, 

inatention, incompentence, inaptitude, perversity, turpitude, and 

arbritrariness”(...prasangka buruk, kelalaian, penundaan, tidak menaruh 

perhatian, dan tidak memiliki kompetensi, tidak cakap, sikap menantang, 

bertindak keji dan sewenang-wenang).

Sedangkan menurut Mary Seneviratne dalam praktik, 

maladministrasi acapkali menyangkut persoalan persoalan kecil, 

contohnya, menghilangkan arsip atau surat, salah perhitungan, atau 

kesalahan manusiawi lainnya. Maladministrasi dapat mencakup 

melakukan atau tidak melakukan tindakan administratif yang didasarkan 

pada atau dipengaruhi oleh pertimbangan atau perilaku yang tidak wajar. 

Pertimbangan yang tidak wajar itu seperti meliputi kesewenang-wenangan, 

kebencian, buruk sangka, atau diskriminasi yang tidak semestinya. 

Kelalaian, penundaan yang tidak dapat dibenarkan, ketidakcakapan, salah 

melihat aturan atau prosedur yang relevan, dan keliru mengambil 
                                                           
15 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 185.
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pertimbangan yang relevan, merupakan contoh-contoh semua perilaku 

yang tidak wajar. Para pejabat harus melakukan tindakan sesuai dengan 

hukum dan aturan yang berkenaan dengan jabatannya, dan kegagalan 

menentukan atau meninjau prosedur dimana ada kewajiban yang harus

dilaksanakan atau menerapkan sistem yang salah adalah contoh-contoh 

maladministrasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan maladministrasi 

adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabdian kewajiban hukum 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian 

materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.16

Adanya fungsi dari sanksi administrasi dalam penegakan hukum adalah 

sebagai alat pemaksa agar larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban 

yang ada telah ditentukan dalam peraturan peraturan itu ditaati oleh warga 

masyarakat.17 Sebagaimana juga dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2014 Pasal 17  tentang Administrasi Pemerintahan bahwa: 

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan 

wewenang.

                                                           
16 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara( Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2014), 350.
17 Opcit., 186. 
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Ayat (2) Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi:

a. Larangan melampaui wewenang,

b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau larangan bertindak 

sewenang-wenang.

Penegakan hukum dalam hukum administrasi dikatakan oleh P. Nicolai 

berisi : 1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan 

ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis 

dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada 

individu. 2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Hal ini seperti 

dikutip oleh Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa instrumen 

penegakan hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan 

sanksi. Penegawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 

kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk 

memaksakan kepatuhan.18

Macam-macam Sanksi Administratif

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 81 Tentang Administrasi 

Pemerintahan menyatakan bahwa: 

Ayat (1) Sanksi administratif ringan berupa:

                                                           
18 Opcit., 296. 
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a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis; atau

c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Ayat (2) sanksi administratif sedang berupa:

a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;

b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau

c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

Ayat (3) sanksi administratif berat berupa:

a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya;

b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya;

c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau

d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya serta dipubliksikan di media mass.

Ayat (4) sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83 Ayat (1) Dalam pelaksanannya sanksi administratif ringan, 

sedang dan berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional 

dan keadilan. Ayat (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara 
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langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat 

dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.19

Beberapa perbedaan sanksi perdata dan administrasi negara, dalam 

tindakan hukum antara administrasi negara dan warga masyarakat terdapat 

ikatan hukum (rechtsbetrekking), dimana warga masyarakat terikat untuk 

melakukan atau memenuhi sesuatu, sehingga bila warga lalai atau tidak 

menunaikannya, maka administrasi negara dapat mengenakan sanksi hukum 

administrasi negara terhadapnya, tanpa perantara atau melalui hakim 

pengadilan negeri (tanpa bantuan dari hakim). Hal ini berbeda dengan sanksi 

pedata, bila seseorang yang terikat hubungan hukum tidak menjalankan atau 

ingkar kewajibannya, maka lawannya dapat menggugat ke Hakim Perdata, 

yang tujuannya agar lawan yang melalaikan kewajibannya itu di hukum untuk 

melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bersama.

Sedangkan perbedaan sanksi-sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat 

dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.

1. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggaran, 

sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar.

2. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran 

tersebut dihentikan.

Sifatnya reparatoir artinya: memulihkan pada keadaan semula, 

sedangkan sanksi pidana dimaksudkan sebagai hukuman.

                                                           
19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
serta penjelasannya. 
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Sifatnya untuk membuat orang jera melakukan perbuatan dilarang.

3. Tindakan penegakan hukumnya

Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat TUN tanpa melalui 

prosedur pengadilan. Sedangkan sanksi pidana hanya dapat 

dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

4. Dalam pelaksanaan berstuursdwang: jika perlu dapat digunakan 

paksaan fisik. Pada dasarnya bertuursdwang adalah paksaan UU 

bukan penindakan pada pelanggaran (jadi tidak dapat dirasakan 

selaku “pidana” oleh warga). 

Dalam pelaksanaan sanksi pidana berupa pemberian atau pengenaan 

pidana yang bermaksud untuk penambahan derita.

5. Pelaksanaan sanksi administrasi: berua denda atau uang paksa

Pelaksanaan sanksi pidana: mempunyai akibat hukum yang berpaut 

dengan kemerdekaan pribadi berupa hukuman harta benda (denda), 

penjara dan hukuman kurungan.20

C. Pengelolaan Keuangan Negara pada masa Kekhalifahan Umar bin 

Khattab, R.A.

Umar bin khattab ketika diangkat menjadi khalifah, beliau 

mengumumkan kebijakan ekonomi yang akan dilakukannya. 

Sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama 

dalam kemaksiatan. Aku tidak menemukan sesuatu cara terhadap harta ini 

(kekayaan Negara) dan menjadikan suatu kemaslahatan kecuali dengan 

                                                           
20 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, 186.
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tiga cara: pertama, Ambil dengan cara yang benar. Kedua, Diberikan 

sesuai dengan haknya. Ketiga, Mencegahnya dari kebatilan. Beliau 

melanjutkan bahwa sesungguhnya harta ini bagiku seperti memelihara 

anak yatim. Kalau aku sudah berkecukupan aku tidak akan memakainya 

dan apabila aku kekurangan maka aku akan memakainya dengan benar. 

Itulah dasar Umar kemudian dalam mengatur dan mengurus uang Negara.

Prinsip pertama dapat dimaknakan bahwa Negara tidak akan 

mengambil harta dari rakyat dengan cara yang tidak benar. Sumbernya 

adalah sesuatu yang baik dan halal. Jadi kebijakannya adalah cara yang 

benar dan sumber yang baik. Prinsip yang kedua dapat dijelaskan bahwa 

Negara menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dengan kekayaannya. 

Prinsip yang ketiga harta Negara digunakan untuk tujuan yang baik dan 

benar, bukan untuk partai dan pemilihan kembali.

a. Kebijakan Moneter Umar bin Khattab, R.a.

Sebenarnya upaya kearah yang modern telah dimulai oleh Umar, 

sudah terlihat sejak zaman Rasulullah. Untuk operasi pasar, Umar telah 

melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitul Mal untuk 

zakat, jizyah, Kharaj, ‘usyur dan lain-lain. Konsekwensinya pemerintah 

akan menyerap dinar dan dirham ke dalam kas Negara (devisa) dan dapat

digunakan untuk pembiayaan fiskal.

Kebijakan moneter Umar diantaranya seperti gagasan 

spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien. 

Stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dianar dan 
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dirham. Penetapan nilai dirham, Instrument noneter, control harga barang 

dipasar dan lain sebagainya.

Mengenai pencetakan uang dalam islam terjadi perbedaan 

pendapat. Namun riwayat yang tebanyak dan masyhur menjelaskan bahwa 

Malik bin Marwan-lah yang pertama mencetak dirham dan dinar dalam 

Islam. Sedangkan dalam riwayat lain menyebutkan Umar yang pertam kali 

mencetak diraham pada masanya. Tentang hal ini Al-maqrizi mengatakan, 

ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dia menetapkan uang 

dalam kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan satupun pada 

masanya hingga tahun18 H. Dalam tahun ke-6 kekhalifahannya ia 

mencetak dirham ala ukiran Kisra dan dengan bentuk yang serupa. Hanya 

saja ia menambahkan kata alhamdulillah dan dalam bagian yang lain 

dengan kata rasulullah dan pada bagian yang lain lagi dengan kata 

lailahillallah, sedangkan gambarnya adalah gambar Kisra bukan 

gambarnya Umar.21

Umar juga mengambil tanah-tanah yang tidak digarap untuk 

dibagikan kepada yang lain untuk digarap agar tanah itu membawa hasil.

Selain Baitul Mal Umar juga menggunakan Hisbah sebagai pengontrol 

pasar. Umar sendir sangat sering turun ke pasar untuk mengecek harga-

harga barang agar tidak ada kecurangan. Suatu ketika Umar pernah 

memarahi Habib bin Balta’ah yang menjual kismis terlalu murah, maka 

                                                           
21 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab, terjemahan Asmuni Solihan 
Zamakhsyari (Jakarta: t,tp, 2006), 334. 
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Umar memerintahkan untuk menaikkan harga agar orang lain pun dapat 

melakukan jual beli.22

Umar tidak pernah menahan kekayaan Negara, semuanya 

didistribusikan kepada rakyat sehingga peredaran uang terjadi dalam 

masyarakat. Umar mengawasi harga barang di pasar sehingga tidak terjadi 

monopoli, oligapoli dan sebagainya. Kebijakan ini merupakan upaya 

pelepasan uang kedalam masyarakat untuk ketersediaan modal kerja.

Semangat pengotrolan cadangan dalam kas Baitul Mal sudah mulai 

dieperhatikan pada masa ini. Baitul Mal bertugas untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menyalurkan devisa Negara. Kekayaan itu berasal dari 

berbagai sumber diantaranya zakat, jizyah, kharaj, ‘usyur, khumus, fai, 

rikaz, pinjaman dan sebagainya.

Salah satu bentuk instrument moneter pada zaman Umar bin 

Khattab, r.a., ini lazim digunakan Umar dalam mengatrol kesetabilan 

ekonomi Negara. Umar mengawasi segala bentuk pembayaran keluar-

masuk kas Negara. Umar sering menegur para gubernur agar kutipan 

kharaj, jizyah, ‘usyur dilakukan dengan benar. Umar tidak membenarkan 

penyiksaan atau penjara kepada orang yang memang benar tidak sanggup 

membayar jizyah. Hukuman boleh dilaksanakan apabila terjadi 

pengingkaran atau sengaja memperlambat pembayaran. Terhadap ini 

Umar sangat keras.

                                                           
22 Ibid., 612. 
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Setiap pendapatan berupa ganimah, rikaz, fai, ‘usyur sebagian 

dikirim ke pusat (Madinah). Pengawasan moneter ala Umar ini sangat 

ketat sehingga tidak ada penimbunan uang dan barang. Selain itu Valuta 

asing dari Persia (dirham) dan Romawi (dinar) dikenal oleh seluruh 

lapisan masyarakat Arab telah menjadi alat pembayaran resmi. Sistem 

devisa bebas diterapkan tidak ada halangan sedikitpun mengimpor dinar 

atau dirham.

Lebih jauh Umar juga sudah mulai memperkenalkan transaksi 

tidak tunai dengan mengguanakan cek dan promissory notes. Umar juga 

menggunakan instrument ini untuk mempercepat distribusi barang-barang 

yang baru diimpor dari mesir dan madinah.23

b. Anggaran Pendapatan Negara

Sumber-sumber pendapatan saat itu tidak terbatas hanya pada zakat 

saja akan tetapi masih banyak pendapatan lain yang dapat mengisi pundi-

pundi Baitul Mal. Sisi permintaan Negara saat itu adalah:

1) Kharaj (pajak tanah) seperti yang telah diuraikan di atas. Yang 

menentukan jumlah besaran pajak adalah: karkteristik tanah (tingkat 

kesuburan), jenis tanaman dan irigasi

2) Zakat terkumpul dalam beberapa bentuk, ada yang berupa uang; dinar 

dan dirham, biji-bijian, ternak, perak dan emas. Zakat yang 

dibayarkan sangat berfariasi karena sumbernya berbeda-beda. Biji-

                                                           
23 Adi Warman A. Karim, Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani,
2001), 28. 
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bijian dari petani, ternak dari peternak dan uang, emas dari zakat 

perdagangan.

3) Khumus (20% atau 1/5) dari harta rampasan perang (ghanimah).

4) Jizyah adalah pajak jiwa bagi orang yang non muslim (ahluzzimmah)

sebagai pengganti zakat fitrah. Besaran kewajiban diklasifikasikan 

menurut kualitas dan kapasitas seseorang. Semua ini ditentukan

dengan baik dan benar.

5) ‘Usyur (bea cukai) 1/10 atas barang dagangan pedagang yang 

melewati wilayah muslim dan ¼ saja dari 1/10 atas orang muslim12.

6) Rikaz juga dikenakan 10%. Rikaz ini kadang-kadang dikelompokkan 

kedalam ‘Usyur, adalah barang tambang atau apa saja yang ditemukan 

dalam perut bumi seperti harta karun.24

Semua surplus pendapatan harus diserahkan kepada Negara untuk 

dikelola sedemikian rupa sehingga tak seorang pun memerlukan bantuan,

karena merasa malu dapat sumbangan.

Umar mendirikan diwan islam yang pertama, yang disebut al diwan

adalah kantor  yang ditunjuk untuk membayar tunjangan – tunjangan 

angkatan  perang dan pensiun serta tunjangan – tunjangan lain, khalifah 

juga menunjukkan sebuah komite yang terdiri dari nasab ternama untuk 

membuat laporan sensus penduduk madinah sesuai dengan tingkat 

kepentingan dan kelasnya, laporan itu disusun dengan urutan sebagai 

berikut : 

                                                           
24 Ibid., 48-51. 
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1) Orang orang yang punya hubungan dengan Nabi.

2) Mereka yang ikut perang badar dan uhud

3) Imigran yang pergi ke Abyssinia dan Madinah

4) Mereka yang bertarung dalam qudisiyyah atau yang hadir dalam

sumpah Hudaibiyah.

5) Pengeluaran tunjangan tiap tahun berbeda – beda jumlahnya.

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO Penerima Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aisyah dan abbas ( Paman Nabi )

Istri – istri nabi selain Aisyah

ali, hasan, Husain, dan pejuang – pejuang badar

bekas pejuang – pejuang uhud dan migrant ke

abbyssina

Muhajir dan Muhajirat sebelum kemenangan 

mekkah

Putra – putra bekas pejuang badar mereka yang 

memeluk islam ketika mekkah ditaklukkan ; anak 

muhajirin dan anshor, mereka yang ikut dalam 

perang qadissiyah, uballa dan mereka yang hadir 

dalam sumpah Hudaibiyyah   

12.000 dirham

10.000 dirham

4.000 dirham

4.000 dirham

3.000 dirham

2.000 dirham

Orang orang mekkah diberi tunjangan 800 dirham, warga madinah 

25 dirham , muslim di yaman , syiria dan Iraq Iraq 200 sampai 3000 

dirham, anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing – masing 100 
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dirham. Tambahan pensiun untuk kaum muslim adalah gandum,

minyak,madu,dan cuka dalam jumlah tetap.25

c. Belanja Pemerintah

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam 

kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu 

olehkaidah-kaidah syariah yaitu kemaslahatan dan penentuan skala 

prioritar13. Berikut acuannya dapat kita perhatikan:

1) Pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak.

2) Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan.

3) Pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan-

permintaan efektif.

4) Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

5) Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan 

kebijakan inetrvensi pasar.

Dengan demikian pada Baitul Mal sebenarnya juga dapat kita 

perhatikan kebijakan dalam pengalokasian belanja pada masa Umar. Pos 

pengeluarannya diarahkan kepada empat belas bagian:

a) Belanja kebutuhan operasional pemerintah (dar al-khalifah)14

termasuk upacara kemerdekaan.

b) Belanja Penunjang Wilayah (masalih ad-daulah) termasuk 

kebutuhan administrasi surat-menyurat.

                                                           
25Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar ( Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 117–
121.  
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c) Biaya pembangunan kota Basrah dan Kufah.

d) Pergantian mata uang (biaya moneter).

e) Belanja pegawai Negara.

f) Biaya utang tanggungan Negara.

g) Belanja umum yang berkaitan dengan infrastruktur (penggalian 

teluk).

h) Biaya fasilitas kehakiman.

i) Biaya santunan kepada kerabat rasul dan lain-lain.

j) Belanja jihad (militer, persenjataan dan lain-lain).

k) Biaya perluasan Masjid Haram dan kelambu Kiswah oleh 

Umar, lampu penerangan masjid.

l) Biaya penyimpanan harta zakat.

m) Biaya penjagaan dan penyimpanan harta umum.

n) Biaya pengurus urusan darurat (At-Tawary).

Urutan pembiayaan jika dilihat dari skala prioritas, pembiayaan 

yang berhubungan dengan kemasyarakatan dapat kita deskripsikan 

sebagai berikut.26

                                                           
26 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008), 51. 
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Primer Skunder

a. Biaya Pertahanan

b. Penyaluran ‘Usyur kepada mustahiq

c. Membayar gaji pegawai, guru, imam, 

qadhi, muadzin, dan pejabat Negara

d. Infrastruktur (gali teluk)

e. Biaya fasilitas kehakiman

f. Biaya pencetakan dirham baru (biaya 

moneter)

g. Lampu penerang Masjid

h. Membayar upah sukarelawan

i. Membayar utang Negara

j. Bantuan Imergensi dan musafir

a. Beasiswa yang belajar ke 

Madinah

b. Hiburan untuk delegasi asing, 

biaya perjalanan

c. Hadiah untuk pemerintah Negara 

lain (Masa rasul)

d. Membayar denda atas mereka 

yang mati terbunuh secara tidak 

sengaja oleh pasukan Islam

e. Pembayaran utang orang Islam 

yang meninggal dalam keadaan 

miskin

f. Pembayaran tunjangan untuk 

orang miskin

g. Tunjangan untuk sanak saudara 

Rasulullah

h. Persediaan darurat

Umar juga memberikan upah pegawai yang diambl dari kas Negara 

(Baitul Mal). Untuk gubernur Basrah dan para stafnya perhari diberikan 

dua ekor kambing yang disembelih satu pada pagi hari dan satu lagi pada 

sore hari. Mereka memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Itulah gaji 

mereka. Tunjangan untuk para gubernur Ustman bin Hanif mendapatkan 5 

dirham setiap hari dan hadiah-hadiah lain. Untuk petugas pajak ditanah 

Iraq adalah ¼ kambing dan 5 dirham setiap hari dan hadiah-hadiah 
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lainnya. Abdullah bin Mas’ud 100 dirham perbulan dan ¼ kambing setiap 

hari.

Ada dua kebijakan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW,

Khulafaurrasyidin termasuk Umar bin Khattab dalam mengelola belanja 

pemerintah yaitu pertama, mendorong masyarakat untuk beraktifitas 

ekonomi baik secara sendiri-sendiri atau kelompok tanpa bantuan Baitul 

Mal. Kedua, tindakan atau kebijakan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi masyarakat dengan bantuan dana Baitul Mal.

Inilah garis-garis besar pengeluaran pemerintah Umar yang 

berdasarkan pada kemaslahatan umum dan skala prioritas. Semua 

pengeluaran yang diambil dari Baitul Mal atas perintah dan sepengetahuan 

Umar. Hal ini merupakan ketatnya penjagaan Umar terhadap harta kaum 

muslimin sehingga tidak ada hak-hak mereka yang tertunda apalagi tidak 

kebagian. “Harta itu bagiku seperti anak yatim” kata Umar bin Khattab 

dalam pidatonya saat pengangkatannya sebagai khalifah.27

                                                           
27 Adula Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khalifah (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
2002). 72.
 


